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BAB V  

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Indonesia melalui amandemen Undang-undang Dasar mencoba untuk 

memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dianutnya. Namun, hal 

yang perlu diperhatikan adalah sistem kepartaian yang dianut oleh Indonesia 

merupakan sistem multi partai. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-

bab sebelumnya, perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan 

sistem kepartaian multi partai merupakan perpaduan yang kurang 

sempurna. Di sisi lain, sistem pemerintahan presidensial sendiri memiliki 

paradoks atau masalah bawaan sebagaimana diungkapkan oleh para ahli 

yakni ketika Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial tidak 

mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen, maka pemerintahan tidak 

akan berjalan dengan stabil karena akan tercipta situasi pemerintahan yang 

terbelah (divided government). Namun disisi lain, ketika seorang presiden 

memiliki atau mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, maka seorang 

presiden akan dengan leluasa melaksanakan kekuasaannya (majoritarian 

tendency). 

2. Presidential threshold sebagai syarat untuk para partai politik dapat 

mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden diharapkan mampu 

menjawab persoalan diatas. Dari pemilihan umum tahun 2004 hingga 

pemilihan umum tahun 2009, presidential threshold berhasil mendorong 

partai-partai politik untuk bergabung, menyamakan pandangan serta visi 

dan misi lalu kemudian mengusung calon presiden dan wakil presiden. Hal 

tersebut telah menciptakan dan mengarahkan sistem kepartaian Indonesia 

menjadi sistem multi partai sederhana. Melalui pemberlakuan presidential 

threshold, presiden terpilih telah mendapatkan modal dukungan awal dari 

partai-partai politik yang berada di kursi DPR untuk melaksanakan fungsi 

seorang presiden di Indonesia. Modal dukungan awal tersebut lah yang 
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kemudian berhasil menjawab masalah bawaan sistem presidensial yang 

pertama yakni ketika Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial tidak 

mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen, maka pemerintahan tidak 

akan berjalan dengan stabil karena akan tercipta situasi pemerintahan yang 

terbelah (divided government). 

3. Namun, terdapat fakta dimana presiden-presiden yang berhasil 

memenangkan pemilihan umum selalu melakukan kompromi-kompromi 

dengan partai politik yang berada di kursi DPR termasuk koalisi oposisi 

untuk mendapatkan suara serta dukungan mereka dalam rangka 

melanggengkan agenda politik pemerintahan. Hal tersebut disebut sebagai 

consactional democracy. Consactional democary itu sendiri dilakukan 

dengan cara ‘bagi’ kekuasaan untuk menjaga hubungan antara lembaga 

eksekutif dan lembaga legislatif. Oleh karena itu, setelah pemilihan umum 

usai, koalisi partai pemerintah yang terdiri dari partai-partai politik yang 

bergabung karena keharusan memenuhi syarat presidential threshold 

bertambah dengan masuknya partai-partai politik yang tadinya berada di 

pihak koalisi oposisi. Hal tersebut dapat mengganggu prinsip checks and 

balances yang menjadi ciri khas dari sistem pemerintahan presidensial 

dengan minimnya suara oposisi di kursi parlemen. Pemberlakuan 

presidential threshold di Indonesia yang disertai dengan consactional 

democracy memberikan pengaruh terhadap lembaga legislatif dimana 

komposisi kursi parlemen yang selalu didominasi kuat oleh koalisi 

pemerintah dan menciptakan koalisi kartel. Keduanya juga dapat 

berpengaruh terhadap lembaga eksekutif dimana presiden menjadi bersikap 

akomodatif terhadap koalisi pemerintahan sehingga mengorbankan hak 

prerogatif presiden dalam membentuk kabinet yang seharusnya diisi oleh 

pejabat yang profesional dan kompeten. Selain itu presiden dapat menjadi 

terlalu kuat dengan dukungan mayoritas suara di lembaga legislatif sehingga 

memungkinkan presiden memiliki sifat autocratic legalism. Oleh karena 

itu, pemberlakuan presidential threshold yang disertai dengan consactional 

democracy dapat menjerumuskan sistem pemerintahan presidensial 

Indonesia kedalam masalah bawaan yang kedua yakni ketika seorang 
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presiden memiliki atau mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, 

maka seorang presiden akan dengan leluasa melaksanakan kekuasaannya 

(majoritarian tendency). 

 

5.2 Saran 

 Dengan kondisi yang diciptakan oleh pemberlakuan presidential 

threshold Dengan kondisi yang diciptakan oleh pemberlakuan presidential 

threshold yang disertai consactional democracy oleh presiden di Indonesia, 

Peneliti menyarankan kepada pembentuk UU untuk menghapuskan Pasal 

222 UU No.7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Presidential Threshold. 

Koalisi yang diciptakan karena presidential threshold tidak sejalan dengan 

konsep pemerintahan presidensial. Selain itu, presidential threshold yang 

disertai dengan perilaku consactional democracy juga dapat melemahkan 

prinsip checks and balances dengan menempatkan presiden ke dalam posisi 

yang terlalu dominan karena mendapatkan dukungan terlalu kuat dari 

parlemen. 

 Perlu dicermati bahwa Fungsi utama DPR adalah sebagai wakil 

rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum untuk mengambil bagian dalam 

pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta 

menjalankan fungsi-fungsi lain yang diatur dalam konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, DPR memiliki 

mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan tugasnya terutama sebagai 

pengawas pemerintah. Kekuatan presiden tidak bergantung pada dukungan 

mayoritas di DPR maupun koalisi. Presiden di Indonesia memiliki masa 

jabatan yang pasti dan tidak bisa diturunkan kecuali melalui mekanisme 

impeachment. Dengan demikian, tidak ada kebutuhan untuk presidential 

threshold diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. 
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